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ABSTRAK

Pernikahan merupakan hal yang sakral untuk melegalkan hubungan pria dan
wanita. Tetapi, faktanya dalam pernikahan masih terdapat pelanggaran seperti zina
yang merupakan persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan
seorang perempuan yang tidak terikat dalam tali pernikahan. Zina adalah perbuatan
yang dilarang dalam hukum Islam dan hukum adat. Dalam hukum Islam jelas zina
merupakan pelanggaran berat dan menimbulkan dosa besar. Dalam hukum adat,
pelanggaran tersebut tentu berdampak kepada norma sosial yang akan dikucilkan
oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, pertama, bagaimana
denda adat bagi pelaku zina untuk melangsungkan pernikahan di Nagari Salimpek.
Kedua, Bagaimana proses asimilasi (pembauran budaya) antara hukum Islam
dengan hukum adat bagi pelaku zina untuk melakukan pernikahan di nagari
Salimpek Kec. Lembah Gumanti, Kab. Solok.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) di Nagari
Salimpek, dan sifat penelitian deskriptif. Dalam proses penelitian menggunakan
metode pengumpulan data: observasi, wawancara, dokumentasi, dengan 4
responden dan analisis data. Penelitian ini menggunakan pendekatan Sosiologis,
yaitu mengkaji atau mengamati praktek kehidupan sosial (fenomena sosial) yang
terjadi dalam masyarakat Salimpek. Analisis yang digunakan adalah kualitatif
dengan metode induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa denda adat yang berlaku bagi pelaku
zina yang ingin melakukan pernikahan di Nagari Salimpek masih menggunakan
hukum adat dengan melaksanakan sidang adat. Sidang adat tersebut menetapkan
denda hewan seperti: kambing, sapi, kerbau dan lain sebagainya sesuai keputusan
ninik mamak dan tokoh adat yang menghadiri sidang tersebut. Dalam hal ini adanya
proses Asimilasi antara hukum adat dengan hukum Islam terkait penetapan
hukuman bagi pelaku zina di nagari Salimpek dimana hukum adatlah yang
mendominasi, dikarenakan dalam penetapan sanksi bagi pelaku zina disana
menggunakan hukum adat yang berlaku di Nagari Salimpek.

Kata Kunci: Asimilasi, Hukum Adat, Hukum Islam, Zina, Pernikahan



ABSTRACT

Marriage is a sacred thing to legalize the relationship between a man and a
woman. However, the fact is that in marriage there are still violations such as
adultery, which is sexual intercourse between a man and a woman who is not bound
by the ropes of marriage. Zina is an act that is prohibited in Islamic law and
customary law. In Islamic law, it is clear that adultery is a serious offense and
causes a major sin. In customary law, these violations certainly have an impact on
social norms that will be ostracized by the community. This study aims to examine,
first, how the customary fines for adulterers to get married in Nagari Salimpek.
Second, how is the process of assimilation (cultural assimilation) between Islamic
law and customary law for adulterers to marry in Nagari Salimpek, Kec. Gumanti
Valley, Kab. solo.

The type of this research isfield researchin Nagari Salimpek, and the nature
of this research is descriptive. In the research process using data collection
methods: observation, interviews, documentation, with 4 respondents and data
analysis. This study uses a sociological approach, which is to examine or observe
the practice of social life (social phenomena) that occur in the Salimpek community.
The analysis used is qualitative with inductive method.

The results of the study show that the customary fines that apply to
adulterers who want to marry in Nagari Salimpek still use customary law by
carrying out customary courts. The customary assembly determined animal fines
such as: goats, cows, buffalo and so on according to the decisions of ninik mamak
and traditional leaders who attended the trial. In this case, there is a process of
assimilation between customary law and Islamic law regarding the determination
of punishment for adultery in Salimpek village where customary law dominates,
because in determining sanctions for adultery there, customary law applies in
Nagari Salimpek.

Keywords: Assimilation, Customary Law, Islamic Law, Adultery, Marriage
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MOTTO

“Perbanyaklah bersyukur dan kurangi mengeluh, nikmatilah setiap momen
dalam hidup, percayalah dan yakini dirimu yang sekarang, bukan esok atau
nanti

Berjuanglah.”

| oz puadl 2 S8
“Sesungguhnya bersama Kkesulitan ada kemudahan”
(Al-Insyirah 94 : 5)
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari suatu bahasa ke dalam tulisan
bahasa lain. Transliterasi dalam penulisan skripsi ini adalah penulisan Bahasa Arab
ke Bahasa Latin. Penulisan Transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berpedoman
pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri
Pendidikan dan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0543 b/U/1987.

Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

I:\L;;Léf Nama Huruf Latin Keterangan
J Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
o ba’ B Be
Il ta’ 4 Te
& §a° S es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
C ha H ha (dengan titik di bawah)
z kha’ Kh ka dan ha
2 Dal D De
3 ZAl Z zet (dengan titik di atas)
D) ra’ R Er
) Zai Z Zet
g Sin S Es
g Syin Sy es dan ye
ua Sad S es (dengan titik di bawah)
Ua Dad D de (dengan titik di bawah)
L ta’ T te (dengan titik di bawah)
L z& 4 zet (dengan titik dibawah)
¢ ‘ain ‘ Koma terbalik (di atas)
¢ Gain G ge dan ha
s fa’ F Ef
E Qaf Q Qi




il Kaf K Ka

J Lam L El

N Mim M Em

O Ndn N En

F Wawd w We
ha’ H Ha

3 Hamzah ’ Apostrof

s ya’ Y Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. Contoh:

J3 Ditulis Nazzala
s Ditulis Bihinna
C. Ta’Marbuthah di Akhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis h. Contoh :
PETIPY Ditulis Hawiyah
FEVIPN Ditulis Hamiyah

(Ketentuan ini tidak berlaku atau tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang

sudah terserap dalam bahasa Indonesia seperti, shalat, zakat, dan lain

sebagainya kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila di ikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah

maka di tulis dengan h. Contoh :

el g¥Idal S

Ditulis

Karamah al-auliya’

3. Bila Ta’marbuthah hidup atau dengan harakat fathah, kashrah,

dhammah maka ditulis t atau h. Contoh :

X




oRdlBls Ditulis Zakah al-fitri

D. Vokal Pendek

: Fathah A
Jad Ditulis Fa’ala
- Kashrah I
U84 Ditulis Zukira
. Dhammah N . U
Al Ditulis Yazhabu

E. Vokal Panjang

Fathah + alif A A
1 SH Ditulis Fala
+va’ i
2 i A Ditulis A
(o Tansa
Kasrah + ya’ mati _— I
3 Y Ditulis Tafsil
- -
4 Dhammah wawu mati Ditulis UA
Jsal Usal
F. Vokal Rangkap
Fathah + ya’ mati Ai
1 Dituli cin
R R az-zuhaili
y Fathah + wawu mati Dituli Au
, itulis
Al gall ad-daulah

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof
‘a:'u'ﬁ Ditulis A’antum
e Ditulis U’iddat
Al S il Ditulis La’in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

Xi




1. Bila diikuti dengan huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan

huruf “I1”
Ol al Ditulis Al-Qur’dan
wlaall Ditulis Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf I (el) nya.

slacd) Ditulis As-Samad’
eadd)) Ditulis Asy-Syams

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya :

a9 Al ¢d Ditulis Zawi al-furd
FEWATTY Ditulis Ahl as-sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem penulisan Arab tidak mengenal huruf
kapital, tetapi dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga.
Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya
yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal dari nama diri dan
permulaan kalimat. Nama diri di dahului oleh kata sandang, maka yang
ditulis oleh huruf kapital adalah huruf awal nama diri dan bukan huruf awal
kata sandangnya.

Contoh :

&bﬂ\ Mﬂd).\\ Lﬁhl\ Olican ) e
xii



Syahru ramadan al-lazi unzila fihil-Qur anu
K. Huruf Kapital

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam
Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat
dan sebagainya.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan
oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Figh Mawaris, Figh Jinayah
dan sebagainya.

c. Namun pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari
negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab,
Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya

Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma’arif dan sebagainya.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbentang dari
Sabang sampai Merauke yang memiliki keanekaragaman suku, kepercayaan,
adat istiadat serta kebudayaan yang berbeda dari setiap suku maupun wilayahnya
yang mengenal tiga sistem hukum yaitu hukum islam, hukum negara (hukum
positif) dan hukum adat. Hukum tersebut tertulis dan ada juga yang tidak tertulis
seperti hukum adat yang juga diakui keberadaannya oleh negara. Indonesia yang
kaya akan keberagaman budaya tersebut sehingga tidak terlepas dari yang
namanya adat istiadat yang harus dilestarikan di setiap daerahnya.

Hukum adat atau disebut juga dengan hukum kebiasaan merupakan
wujud gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, hukum
maupun aturan-aturan yang menjadi suatu sistem hukum yang berkaitan satu
sama lain dan memiliki sanksi yang sangat kuat. Jika ditinjau dari kata, hukum
dan adat memiliki dua suku kata yang berasal dari bahasa belanda “Recht” yang
berarti benar, sedangkan adat berasal dari bahasa arab yang berarti “kebiasaan”.!
Hukum adat merupakan serangkaian aturan yang mengikat dan sudah mandarah

daging pada suatu masyarakat yang bersumber dari kebiasaan masyarakat itu

Moh koesnoe, “Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum Bagian I (Historis)” (Bandung:
Mandar Maju, 1992)



sendiri yang tumbuh dan berkembang dan sudah diterima secara turun temurun.
Pada umumnya adat istiadat bersifat sakral serta merupakan suatu tradisi.

Masyarakat di Nagari Salimpek Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten
Solok masih memegang teguh nilai-nilai adat istiadat mereka. Adat tersebut
merupakan warisan nenek moyang yang berupa hukum adat dan kebudayaan.
Nagari Salimpek merupakan nagari tertua yang adat istiadatnya masih kental
dibandingkan nagari yang lainnya.

Perkawinan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani
(kebutuhan biologis) dan rohani. Perkawinan merupakan sarana untuk
membentuk keluarga dan memelihara keturunan yang jelas, karena Islam sangat
menjaga kemurnian keturunan. Namun faktanya masih banyak terjadi
pelanggaran (zina) dalam perkawinan. Menurut ajaran agama Islam perzinaan
diartikan sebagai hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang
perempuan yang tidak terikat dalam hubungan perkawinan.? Dalam Islam, zina
merupakan perbuatan dosa yang sangat besar, sebagaimana yang telah dijelaskan
dalam Al-Qur’an:

Bl da 1 QS 4 350089

! Ratih Zuliani, “Penerapan Denda Adat Terhadap Pelaku Zina Di Desa Ganting Damai
Kecamatan Salo Di Tinjau Dalam Fiqih Siyasah”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim, 2020.

2 Makhrus, Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta: Mahameru Press, 2016), him.119.

3Q.S. Al-Isra’ (17):32



Ketentuan sanksi bagi Jarimah Perzinaan dalam Islam jika mengacu
kepada Surat An-Nur dan beberapa hadis shahih, zina dibedakan menjadi dua,
yaitu zina Muhsan (yang sudah menikah) dan zina Ghairu Muhsan (yang belum
menikah). Bentuk sanksi antara kedua jenis zina ini berbeda-beda. Bagi pezina
muhsan hukumannya rajam, yaitu pelaku dikubur sebatas bahu lalu dilempari
batu sampai meninggal. Adapun pelaku zina ghairu muhsan, sanksinya adalah
dicambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Dalam
pelaksanaan hukuman atau sanksi kedua jenis zina ini hendaknya disaksikan
oleh banyak orang agar menjadi pelajaran bagi mereka.*

Mengenai sanksi rajam bagi pelaku zina tidak secara ekplisit disebutkan
di dalam Al-Qur’an, tetapi eksistensinya ditetapkan melalui perkataan dan
perbuatan Rasulullah. Dalam sebuat Riwayat dijelaskan bahwa beliau
melaksanakan sanksi rajam kepada Maiz Bin Malik dan seorang wanita dari
kabilah Al-Ghamidiyah. Kemudian sanksi ini juga diakui oleh ijma’, para
sahabat, dan tabi’in, serta pernah dilakukan pada masa Khulafaurrasyiddin.®
Jadi, dapat disimpulkan bahwa hukum rajam bagi pezina masih tetap berlaku
walaupun tidak disebutkan dalam Al-Qur’an, tetapi ketentuannya ditetapkan
dalam hadis, ijma’ para sahabat serta konsensus ulama dari kalangan mazhab

manapun.
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4 M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Amzah, 2016), him 52

5 Nurul Irfan dan Masyorafah, Figh Jinayah, (Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2013), him.



Penelitian ini akan mengkaji sanksi atau denda adat bagi pezina untuk
melakukan pernikahan. Pelaku zina harus membayar denda terlebih dahulu
sebelum menikah, dan denda tersebut di bayarkan kepada adat di Nagari
Salimpek. Hukum adat bagi pelaku zina yang berada di Nagari Salimpek sedikit
berbeda dari hukum-hukum adat yang ada di Indonesia.

Di Nagari Salimpek Kecamatan Lembah Gumanti, jika ada orang yang
melakukan zina sebelum menikah maupun setelah menikah, maka akan
mendapatkan hukuman tersendiri. Hukuman bagi pezina di Nagari Salimpek
adalah diadili di dalam rapat adat. Rapat tersebut bertempat di rumah adat
minang, di mana di hadiri oleh seluruh niniak mamak dari tiap-tiap suku yang
kemudian pelaku zina di denda dengan meyembelih seekor hewan sesuai
keputusan dalam sidang adat untuk menebus kesalahan mereka yang di saksikan
oleh niniak mamak yang hadir dari tiap suku tersebut. Menurut tetua adat, hal
tersebut dilakukan untuk menimbulkan efek jera agar tidak terulang lagi.®

Berdasarkan hal di atas, maka penetapan hukum bagi pelaku zina di
Nagari Salimpek Kecamatan Lembah Gumanti ini cukup menarik untuk di teliti,
sehingga peneliti akan membahas dan meneliti tentang “Proses Asimilasi
Hukum Islam dan Hukum Adat Bagi Pelaku Zina Untuk Melakukan Pernikahan

di Nagari Salimpek Kec. Lembah Gumanti, Kab. Solok ”

6 Wawancara dengan Yozano Islami Selaku Tokoh Mayarakat Salimpek, tanggal 12
Oktober 2021 secara daring (Online)



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan

masalah dalam penelitian ini, yaitu:

a.

Bagaimana penetapan (hukum adat) bagi pelaku adat pelaku zina untuk
melakukan pernikahan di Nagari Salimpek, Kec. Lembah Gumanti, Kab.
Solok ?

Bagaimana proses asimilasi (pembauran budaya) antara hukum Islam
dengan hukum adat bagi pelaku zina untuk melakukan pernikahan di nagari

Salimpek Kec. Lembah Gumanti, Kab. Solok. ?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang

telah dirumuskan dalam rumusan masalah yaitu dengan mengkaji serta

mendeskripsikan tentang denda atau hukum adat terhadap pelaku zina di nagari

Salimpek, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok. Sedangkan secara

khusus, tujuan penelitian ini adalah :

a.

Menjelaskan bagaimana penetapan denda bagi pelaku zina untuk
melangsungkan pernikahan di Nagari Salimpat, Kecamatan Lembah
Gumanti

Menjelaskan bagaimana interaksi antara hukum adat dengan hukum islam
dalam praktek pelanggaran zina bagi yang belum menikah maupun yang

telah menikah di Nagari Salimpek, Kec. Lembah Gumanti Kabupaten Solok

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah:



a. Hasil penelitian ini secara teoritis dapat memberikan sumbangan pemikiran
dalam menambah wawasan serta memperkaya ilmu pengetahuan mengenai
denda adat bagi pelaku zina. Peneliti juga berharap penelitian ini dijadikan
bahan penelitian untuk peneliti selanjutnya yang ingin mendalami dan
memahami lebih lanjut mengenai penetapan hukum adat bagi pelaku zina.

b. Hasil penelitian ini secara praktis dapat memberikan informasi serta
referensi bagi pembaca dan bisa dijadikan acuan atau pegangan untuk
mengetahui sanksi pidana adat bagi pelaku zina serta bagaimana proses
asimilasi yang terjadi antara dua kebudayaan (hukum adat dengan hukum
Islam).

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, ditemukan beberapa kajian
ilmiah (skripsi) terdahulu yang berkaitan dengan tema yang diteliti. Berikut
beberapa hasil penelusuran tentang kajian ilmiah terdahulu, di antaranya sebagai
berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Quraisy Segaf (2019) yang berjudul
“Sanksi Pidana Adat Tentang Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Kecamatan
Pelayangan Seberang Kota Jambi”.” Skripsi Quraisy menggunakan metode
kualitatif. Hasil penelitian Quraisy menjelaskan bahwa sanksi pidana adat bagi
pelaku zina di dasarkan atas petuah orang tua terdahulu secara turun temurun

seperti membayar denda atau hutang kepada adat. Quraisy Segaf menjelaskan

" Quraisy Segaf, “Sanksi Pidana Adat Tentang Zina Dalam Perspektif Hukum Islam
Kecamatan Pelayangan Seberang Kota Jambi”, Skirpsi, (Jambi: Program Studi Hukum Pidana
Islam, UIN Sulthan Thaha Syaifuddin, 2019)



bahwa sanksi zina dalam perspektif hukum Islam tidak ada denda atau
membayar hutang selain dirajam atau di dera. Persamaan dengan penelitian ini
adalah membahas mengenai hukum atau denda adat bagi pelaku zina.
Perbedaannya terletak pada objek penelitian, penelitian Quraisy dilakukan di
Jambi, sedangkan penelitian ini di Nagari Salimpek Kabupaten Solok.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Ratih Zuliani (2021), yang berjudul
“Penerapan Denda Adat Terhadap Pelaku Zina Di Desa Ganting Damai
Kecamatan Salo Di Tinjau Dalam Figih Siyasah”.® Skripsi Ratih menggunakan
metode Kualitatif deskriptif, Ratih menjelaskan bahwa sanksi atau denda adat
bagi pelaku zina melalui sidang adat (musyawarah) yang diputuskan oleh
pemangku adat dan pelaku di jatuhi denda dengan menyembelih hewan halal dan
dimakan secara bersama-sama. Ratih menjelaskan bahwa jika ditinjau dari
hukum Islam maka sanksi adat tersebut bertentangan dengan hukum Islam,
karena dalam Islam diberlakukan sanksi cambuk dan rajam. Dari segi tujuannya
sama-sama di bina dengan ‘urf, yang bertujuan untuk memberikan efek jera
kepada pelaku dan demi kemaslahatan umat. Persamaan dengan penelitian ini
adalah membahas sanksi adat. Perbedaannya yaitu pada objek kajiannya, Ratih
meneliti di Desa Ganting, sedangkan penelitian ini di Nagari Salimpek.

Ketiga, Skripsi Muhammad Nurpiadi, yang berjudul “Sanksi Bagi Pelaku
Perzinaan Yang telah Menikah Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi

Kasus Yang Terjadi Di Desa Rantau Tenang Kecamatan Pelawan Kabupaten

8 Ratih Zuliani, “Penerapan Denda Adat Terhadap Pelaku Zina di Desa Ganting Damai
Kecamatan Salo di Tinjau Dalam Fiqih Siyasah”, Skripsi, (Riau: Program Studi Hukum Tata Negara,
UIN Suska, 2020)



Sarolangun Jambi)”.® Nurpiadi menjelaskan bahwa sanksi perzinaan bagi yang
telah menikah menurut hukum Islam adalah di rajam dengan cara dilempari batu
hingga menemui ajalnya. Sanksi adat bagi pelaku zina yang telah menikah
adalah membayar denda atau bisa disebut dengan hutang kepada masyarakat
desa Rantau yang dinamakan dengan “serbo duo puluh”. Hal ini menjadi acuan
dalam menetapkan sanksi bagi pelaku zina menurut hukum adat disana dari dulu
hingga sekarang. Persamaan penelitian Nurpiadi dengan penelitian ini adalah
membahas tentang sanksi adat bagi pelaku zina. Perbedaannya terletak pada
fokus penelitian dan objek penelitian.

Keempat, artikel yang ditulis oleh Umi Rozah, yang berjudul “Delik
Zina: Unsur substantial dan Penyelesaiannya Dalam Masyarakat Adat
Madura”.!® Umi Rozah menjelaskan bahwa masyarakat Madura tidak menyukai
pergaulan bebas yang berujung kepada persetubuhan. Perbuatan tersebut dinilai
sebagai perbuatan zina yang unsur-unsur substansialnya adalah persetubuhan
antara laki-laki dan perempuan atas dasar suka sama suka baik yang sudah
menikah maupun yang belum terikat dalam pernikahan. Mekanisme dalam
penyelesaian perbuatan zina dalam masyarakat Madura tergantung kepada status
pelaku yang berbuat zina tersebut. Jika pelaku zina adalah laki-laki dan

perempuan, yang keduanya tidak terikat status pernikahan, maka untuk

® Muhammad Nurpiadi, “Sanksi Bagi Pelaku Perzinaan Yang Telah Menikah Menurut
Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus Yang Terjadi di Desa Rantau Tenang Kecamatan
Pelawan Kabupaten Sarolangun Jambi,” Skripsi, (Yogyakarta: Program Studi Perbandingan Mazhab
dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2016)

10 Umi Rozah, Erlyn Indarti “Delik Zina: Unsur substantial dan Penyelesaiannya Dalam
Masyarakat Adat Madura”, Masalah-Masalah Hukum, Vol 48, No.4, Th. 2019, him 372-373
(Semarang: Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2019)



menikahkan mereka melalui bantuan Kiayi atau musyawarah terlebih dahulu.
Bila pelaku zina adalah laki-laki dan perempuan yang keduanya atau salah
satunya terikat perkawinan yang sah, maka penyelesainnya melalui kekerasan
(carok), yaitu pembunuhan dengan alasan untuk mempertahankan martabat dan
harga diri keluarga mereka. Persamaan antara artikel Umi Rozah ini adalah
sama-sama membahas sanksi atau mekanisme penyelesaian bagi pelaku
perbuatan zina. Perbedaannya terletak pada mekanismenya, di mana masyarakat
Madura menetapkan sanksi Carok (kekerasan) sedangkan penelitian ini adalah
dengan cara membayar denda kepada adat.

Kelima, artikel ini ditulis oleh Alfadrian yang berjudul “Eksistensi
Hukum Adat Minangkabau Dalam Penerapan Sanksi Denda Terhadap Pelaku
Zina Di Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum”.** Alfadrian menjelaskan
bahwa dalam pemberian sanksi adat terhadap pelaku zina yaitu menerapkan
hukuman buang dan denda adat yang di putuskan oleh Kerapatan Adat Nagari
yang mengadili seluruh perkara mengenai seluruh pelanggaran yang terdapat
dalam Undang-Undang Adat Nan Duo Puluah yang memiliki kekuatan hukum.
Persamaannya sama-sama menggunakan pendekatan Sosiologis, Sedangkan
perbedaannya terletak kepada teknis penetapan denda dan objek penelitian.

Keenam, artikel ini ditulis oleh Habib Saputra yang berjudul “Sanksi

Adat Terhadap Pelaku Hamil Diluar Nikah Perspektif Hukum Islam Di

11 Alfadrian, “Eksistensi Hukum Adat Minangkabau Dalam Penerapan Sanksi Denda
Terhadap Pelaku Zina Di Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum”, JOM Fakultas Hukum
Universitas Riau, Vol VI., Edisi 1, Th. 2019, him. 11
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Kabupaten Rejang Lebong”.!? Habib Saputra menjelaskan bahwa sanksi adat
bagi pelaku hamil diluar nikah tentu berbeda dengan hukum Islam, dalam adat
tersebut berlaku delik aduan dari masyarakat, jika tanpa adanya pengaduan maka
tidak akan bisa di proses. Pelaksanaan adat disana bagi pelaku zina belum masuk
kategori Islam. dalam perspektif hukum Islam terkait sanksi di Rejang Lebong
jika dilihat dari ‘urf yang berkaitan dengan sanksi ini bahwa setelah melakukan
pembayaran denda kemudian melakukan keduri menyampaikan ke leluhur, jika
tidak maka akan mendantangkan kesialan. Hal ini dikategorikan ‘urf fasid
karena dianggap bertentangan dengan agama dan tidak bisa dijadikan dasar
hukum karena dianggap syirik. Akan tetapi dari maslahah mursalahnya
memberikan efek jera. Persamaannya sama-sama membahas penetapan denda
adat di suatu daerah, sedangkan perbedaannya terletak pada metode penetapan
denda dan objek penelitian.
E. Kerangka Teori
1. Pengertian Hukum Adat
Dalam salah satu referensi disebutkan bahwa istilah hukum adat
merupakan terjemahan dari istilah Belanda: “Adat-Recht”, yang pertama kali
dikemukakan oleh Snouch Hurgronje yang kemudian dipakai dalam
bukunya: “De Atjehers” (orang-orang Aceh). Istilah “Adat-Recht” ini

kemudian juga dipakai oleh Van Vollenhoven yang menulis buku-

12 Saputra, Habib, “Sanksi Adat Terhadap Pelaku Hamil Diluar Nikah Perspektif Hukum
Islam di Kabupaten Rejang Lebong”, Kemenag Curup Rejang Lebong:Qiyas, Vol 4., No 2, Th.
2019, him. 97
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baku/pokok tentang hukum adat dalam 3 jilid; “Het Adat-Recht van

neverlandsch Indie” (Hukum Adat Hindia-Belanda).!?

Definisi hukum adat menurut beberapa Para Ahli:

a. Hukum adat menurut Prof. Van Vallenhoven mendefenisikan bahwa
Hukum adat adalah sebagai himpunan peraturan tentang perilaku yang
berlaku bagi orang pribumi dan timur tengah pada satu pihak yang
mempunyai sanksi (karena bersifat hukum) dan pada pihak lain dalam
keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat).

b. Hukum adat menurut Prof. Supomo, beliau merumuskan bahwa hukum
adat adalah sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan
legislatif, hukum yang hidup sebagai konvensi dari badan-badan hukum
negara seperti parlemen, dewan provinsi dan lain sebagainya atau hukum
yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam
pergaulan hidup, baik dikota maupun di desa-desa.

c. Hukum adat menurut Prof. Sukanto merumuskan bahwa hukum adat
merupakan komplek adat, dan adat inilah yang kebanyakan tidak
dikitabkan atau tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan yang
mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat hukum, komplek inilah yang
disebut hukum adat.

d. Hukum adat menurut Harjito Notopuro adalah hukum yang tidak tertulis,

hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan

13 Iman Sudiyat, Hukum Adat, (Yogyakarta: Liberty, 1978), him. 1
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rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan
masyarakat dan bersifat kekeluargaan.'*

Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum adat adalah

hukum yang tidak tertulis atau tidak terkodifikasi yang bersifat memaksa dan

sudah berlangsung dari zaman nenek moyang hingga saat sekarang ini.

2. Pengertian Jarimah Zina

Pengertian zina di dalam salah satu referensi menyebutkan bahwa zina
adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya
ikatan perkawinan yang sah yang dilakukan dengan sadar tanpa adanya unsur

Syubhat.®®

3. Sanksi Zina

Mengenai delik atau sanksi perbuatan zina ditegaskan dalam Al-
Qur’an dan Sunnah Nabi. Hukuman zina bagi ghairu muhsan seperti yang
telah disebutkan diatas adalah yang berdasarkan al-Qur’an hukumannya yaitu
di dera seratus kali, sedangkan bagi pezina muhsan hukumannya dicambuk.

Adapun dasar hukum dera dan cambuk seratus kali telah dijelaskan

dalam Q.S. An. Nur ayat 2:

14 http://eprints.umm.ac.id/41101/3/BAB%2011.pdf (diakses pada, Rabu, 20 Oktober 2021)

15 Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Bidang Akademi,

2008), him. 134


http://eprints.umm.ac.id/41101/3/BAB%20II.pdf
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4. Teori Asimilasi

Dalam hal ini, adanya interaksi antara hukum adat dengan hukum
islam terkait hukum adat bagi pelaku zina yang belum menikah maupun yang
sudah menikah menimbulkan pembauran budaya atau yang disebut juga
dengan proses asimilasi.

Istilah Asimilasi Berasal dari Bahasa Latin “assimilare” yang berarti
“menjadi sama”. Dalam istilah Bahasa Inggris kata tersebut menjadi
assimilation, sedangkan dalam bahasa Indonesia menjadi asimilasi yang
sinonimnya adalah pembauran.’

Koentjaraningrat menjelaskan bahwa asimilasi adalah proses sosial
yang timbul bila golongan-golongan manusia dengan latar belakang
kebudayaan yang berbeda-beda, saling bergaul langsung secara intensif untuk
waktu yang lama sehingga kebudayaan-kebudayaan atau golongan-golongan
tadi masing-masing berubah sifatnya yang khas dan juga unsur-unsurnya
masing-masing berubah wujudnya menjadi unsur-unsur kebudayaan

campuran.8

16 Q.S An-Nuur (24): 2

17 Rangga Firmansyah, Konsep Dasar ASIMILASI & AKULTURASI dalam Pembelajaran
Budaya, Telkom University: Fakultas Industri Kreatif, Th 2016, him. 1

18https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&g=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact
=8&ved=0CAQQw7AJahcKEwj4saCy7dTAAhUAAAAAHQAAAAAQAQ&Url=http%3A%2F%
2Flibrary.binus.ac.id%2FeColls%2FeThesisdoc%2FBab2%2F2010-2-00321 (Konsep Asimilasi,
Di Akses Pada Kamis, 30 Juni 2022 Pukul 16.30)



https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAQQw7AJahcKEwj4saCy7dT4AhUAAAAAHQAAAAAQAg&url=http%3A%2F%2Flibrary.binus.ac.id%2FeColls%2FeThesisdoc%2FBab2%2F2010-2-00321
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAQQw7AJahcKEwj4saCy7dT4AhUAAAAAHQAAAAAQAg&url=http%3A%2F%2Flibrary.binus.ac.id%2FeColls%2FeThesisdoc%2FBab2%2F2010-2-00321
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAQQw7AJahcKEwj4saCy7dT4AhUAAAAAHQAAAAAQAg&url=http%3A%2F%2Flibrary.binus.ac.id%2FeColls%2FeThesisdoc%2FBab2%2F2010-2-00321
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Asimilasi dalam pengertian lain yang khususnya berkaitan dengan
antar kebudayaan, diartikan sebagai proses sosial yang timbul bila ada:

a. Kelompok-kelompok manusia yang berbeda kebudayaannya,

b. Individu-individu sebagai anggota kelompok itu saling bergaul
secara langsung dan intensif dalam waktu yang relatif lama,

c. Kebudayaan-kebudayaan dari kelompok manusia tersebut masing-
masing berubah dan saling menyesuaikan diri. Dalam hal ini,
biasanya golongan-golongan yang dimaksud dalam suatu proses
asimilasi adalah suatu golongan mayoritas dan beberapa golongan
minoritas.®

Gillin dan Gillin menyatakan dalam kutipan Bagja bahwa asimilasi
mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

a. Berkurangnya perbedaan karena adanya usaha-usaha untuk
mengurangi dan menghilangkan perbedaan antar individu atau
kelompok.

b. Mempererat kesatuan tindakan, sikap dan perasaan dan
memperhatikan kepentingan serta kepentingan bersama.

c. Setiap individu sebagai kelompok melakukan interaksi secara
langsung dan intensif secara terus menerus.

d. Setiap individu melakukan identifikasi diri dengan kepentingan

bersama. Artinya, melakukan penyesuaian untuk kepentingan dan

19 1bid, him. 1
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kemauan kelompok. Demikian pula antar kelompok yang satu
dengan yang lain, sehingga perbedaan-perbedaan yang ada

bercampur menjadi satu.?

Milton M. Gordon dalam salah satu tulisannya menyebutkan ada tujuh

variabel yang harus dikaji dalam asimilasi, diantaranya :

a. Asimilasi budaya atau asimilasi perilaku atau lazim disebut dengan
akulturasi; terjadinya perubahan pola-pola kebudayaan ke arah
penyesuaiannya terhadap kebudayaan kelompok mayoritas.

b. Asimilasi struktural, yaitu dalam skala besar mereka memasuki
berbagai jenis perkumpulan, klik, dan kelembagaan kelompok
mayoritas, terutama pada level dasar atau paling bawah.

c. Asimilasi perkawinan atau amalgamasi, yaitu terjadinya perkawinan
campuran dalam skala besar.

d. Asimilasi identifikasi, yaitu berkembangnya perasaan sebagai satu
bangsa seperti halnya yang dimiliki oleh kelompok mayoritas.

e. Attitude receptional assimilation, yaitu suatu asimilasi yang di
cerminkan oleh tidak timbulnya suatu sikap berprasangka

f. Behavior receptional assimilation, yaitu suatu asimilasi yang

dicerminkan oleh tidak timbulnya suatu sikap berprasangka.

20 Bagja Waluya, Sosiologi; Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat (Bandung: Setia
Purna Inves, 2007), him. 49
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g. Asimilasi yang dikaitkan dengan status kewarganegaraan atau civic
assimilation, antara lain yang terwujud dalam bentuk tidak adanya

konflik nilai dan konflik kekuatan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa asimilasi merupakan proses sosial
pada tahap lanjut atau tahap penyempurnaan. Proses ini tidak lagi membeda-
bedakan antar satu dengan lainnya. Asimilasi juga ditandai dengan adanya
peleburan batas-batas antara dua tradisi hukum atau kebudayaan menjadi
suatu kesatuan yang ditandai dengan pengembangan sikap yang sama dengan

tujuan yang sama.?

Asimilasi dalam konteks hukum berfungsi unruk menyelesaikan
konflik subtansif antar berbagai tradisi hukum yang ada pada masyarakat.
Banyaknya ragam tradisi hukum yang hidup ditengah masyarakat selalu
mengandung potensi konflik yang besar, maka hal ini perlu adanya upaya
yang dapat menjembatani kesenjangan diantara tradisi yang satu dengan
tradisi lainnya.?

F. Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan strategi umum dan tidak terlepas dari
sebuah penelitian serta sangat berperan penting dalam sebuah penelitian. Metode

diartikan sebagai studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, metode juga

21 Rianto Adi, Sosiologi Hukum; Kajian Hukum Secara Sosiologis (Jakarta: Pustaka Obor
Indonesia, 2012), him. 48

22 Ratno Lukito, Hukum Sakral dan Hukum Sekuler; Studi tentang Konflik dan Resolusi
Dalam Sistem Hukum Indonesia (Jakarta: Pustaka Alvabet, Th 2008), him 503-504.
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dapat dikatakan sebagai sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan
Sedangkan penelitian adalah “suatu upaya pencarian”.?® Artinya Penelitian
adalah upaya untuk mencari kembali fakta-fakta untuk memperoleh kebenaran.
Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah
penelitian lapangan (field research) yaitu serangkaian kegiatan yang
langsung terjun ke lapangan yang diperoleh melalui wawancara (interview).
Dalam hal ini, peneliti memperoleh data atau informasi melalui
wawancara dengan pemangku adat, masyarakat sekitar adat atau orang-
orang yang berperan penting dalam adat yang mengetahui sanksi adat bagi
pelaku zina untuk melakukan pernikahan di Nagari Salimpek tersebut.
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif-Preduktif. Penelitian deskriptif
adalah penelitian yang menggambarkan sifat yang terjadi atau yang sedang
berlangsung di tengah masyarakat saat riset dilakukan dan memeriksa
penyebab dari suatu gejala tertentu.?* Pada penelitian ini, peneliti akan
mendeskripsikan penentuan hukuman perzinaan menurut hukum adat dan

hukum Islam. Preduktif yaitu memberikan saran-aran atau kesimpulan

2 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), him. 17

24 Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta: Rajawali
Press, 2013), him. 22.
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mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah
tertentu.?
3. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan Sosiologis atau studi hukum
islam Sosiologis. Pendekatan Sosiologis merupakan salah satu jenis
penelitian untuk mengkaji atau mengamati praktek kehidupan sosial ang
terjadi dalam Masyarakat Salimpek Kec. Lembah Gumanti terkait pelanggar
zina. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian hukum yang diperoleh
dari sumber data pertama, yaitu sumber data primer.2® Upaya pendekatan ini
memiliki makna untuk mempelajari secara sistematis tentang “hukum
sebagai fakta sosial (law in the action) daripada hukum sebagai fakta hukum
atau data-data hukum teoritik yang doktiner (law in the books).?” Model
pendekatan ini dalam sosiologi dikenal dengan istilah sosiologi hukum.

Dalam hal ini, peneliti akan terjun langsung ke tempat yang akan di
teliti yaitu Nagari Salimpek, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten
Solok, agar peneliti dapat bertemu langsung dengan para tetua adat, maupun
tokoh masyarakat sehingga bisa memperoleh data-data dan informasi yang

nyata yang dibutuhkan oleh peneliti sesuai dengan judul yang diteliti.

25 Soerjono Sukanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia, Th
1986, him 15.

% Haji Ishag, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi,
(Bandung: Alfabeta, 2017), him 78.

27 Sabian Utsman, Dasar-Dasar Sosiologi Hukum; Makna Dialog Antara Hukum dan
Mayarakat (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Th 2013), him 89.
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4. Teknik Pengumpulan Data
Untuk mendapatkan hasil penelitian, pastinya dibutuhkan data-data
yang akan digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan dalam penelitian
sehingga dapat di pertanggungjawabkan sebagaimana mestinya. Dalam
pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa metode sesuai dengan
kepentingan dan relevansinya dengan tujuan yang ingin dicapai dari
penelitian tersebut.?® Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penyusun
menggunakan beberapa teknik dalam mengumpulkan data, diantaranya
sebagai berikut :
a. Observasi
Metode ini merupakan cara mengumpulkan data yang
didasarkan kepada pemantauan atas suatu kejadian, proses yang terjadi.
Observasi adalah pengamatan maupun pencatatan secara sistematik
terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu kejadian atau fenomena
yang terjadi dalam objek penelitian.?® Dalam hal ini, peneliti perlu
mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati secara langsung
berbagai hal atau kondisi yang terjadi di lapangan.
b. Wawancara
Wawancara atau interview merupakan kegiatan proses tanya
jawab secara lisan dari dua orang atau lebih dengan saling berhadapan

secara fisik (langsung). Oleh karena itu, kualitas atau hasil wawancara

28 Uhar Suharsaputra, Metode Penelitian, (Bandung: Pt Rafika Aditama, 2014), him. 264

29 1bid, him. 264
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tergantung kepada pewawancara, responden, pertanyaan, dan situasi
wawancara.®*® Dalam proses wawancara atau interview untuk
memperoleh data penelitian, responden berjumlah 4 (empat) orang.
Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah
Kepala Desa, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemuda
Nagari Salimpek yang paham mengenai hukum adat agar memperoleh
informasi yang berhubungan dengan objek penelitian.
c. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang
menghasilkan catatan-catatan penting yang berkaitan dengan masalah
yang akan diteliti. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data
yang sudah tersedia dalam catatan atau dokumen.3! Dalam penelitian
ini, yang dimaksud dokumentasi adalah data yang diperoleh dari data
sekunder seperti buku, artikel ilmiah, dan dokumen tertulis lainnya
yang berhubungan dengan objek penelitian yang sedang diteliti yang
digunakan sebagai data pelengkap dari sumber data primer yang
diperoleh melalui observasi dan wawancara yang mendalam.
d. Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan data yang

bersifat kualitatif dengan metode Induktif. Dalam hal ini, penyusun

30 Kartini, Kartono, Pengantar Metodologi Riset, (Bandung: Mundur Maju, 1996), him 32

31 Basrovi & Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta: 2008),
him. 158
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mencoba menganalisis data untuk mengungkapkan ketentuan-
ketentuan hukum adat bagi pelaku zina untuk melangsungkan
pernikahan dinagari Salimpek, Kec. Lembah Gumanti, Kab. Solok dan
mengungkapkan bagaimana proses asimilasi hukum adat dengan
hukum islam terkait pelaku zina untuk melakukan pernikahan di Nagari
Salimpek yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan dalam kedua
sistem hukum tersebut. Sehingga dapat diperoleh kesimpulan-
kesimpulan sebagai penyelesaian dari beberapa persoalan yang terdapat
pada pokok permasalahan secara sistematis.
G. Sistematika Bahasan

Untuk memudahkan dalam memahami sebuah penelitian ini, maka
peneliti perlu memaparkan sistematika pembahasan terkait objek yang diteliti
untuk memberikan gambaran yang jelas terkait apa saja yang dibahas dalam
penelitian ini. Penyusun membagi sistematika pembahasan penelitian ini ke
dalam lima bab, diantaranya :

Bab pertama, bab ini sebagai pengantar pendahuluan dalam skripsi ini
yang memuat latar belakang masalah yang menjelaskan terkait apa saja yang
melatarbelakangi penelitian ini, rumusan masalah yang menjelaskan apa saja
permasalahan yang muncul dalam latar belakang tersebut yang membutuhkan
jawaban dalam penelitian ini. Kemudian tujuan dan kegunaan dalam penelitian,
dilanjutkan dengan telaah pustaka yang berisi karya ilmiah sebelumnya dengan
pembahasan yang hampir sama dan kerangka teoritik atau kerangka konseptual

yang digunakan sebagai acuan untuk memecahkan masalah yang akan diteliti.
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Selanjutnya metode penelitian yang di dalamnya mencakup beberapa jenis dan
langkah-langkah dalam penelitian diantaranya: Jenis penelitian, sifat penelitian,
pendekatan penelitian dan teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam
penelitian ini.

Bab kedua, pada bab ini akan membahas tentang pengertian zina menurut
hukum islam serta sanksinya dan perzinaan menurut hukum adat serta
menjelaskan gambaran umum zina dalam hukum adat di Indonesia

Bab ketiga, dalam bab ini penyusun akan membahas tentang gambaran
umum Nagari Salimpek, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok.
Dalam bab ini penyusun akan membicarakan tentang kondisi geografis,
Demografis (kependudukan), Pemerintahan, menjelaskan kondisi masyarakat
Salimpek dari segi faktor pendidikan, ekonomi, agama, serta tentang Adat
Istiadat dan Sejarah Singkat Masyarakat Nagari Salimpek. Pada bab ini juga
akan memuat hasil wawancara yang diperoleh selama dilapangan.

Bab keempat, pada bab ini peneliti akan menganalisis bagaimana
kolaborasi antara hukum Islam dan hukum adat, serta menganalisis bagaimana
proses pembauran dua budaya (hukum islam dengan hukum adat) di Nagari
Salimpek, Kec. Lembah Gumanti, Kab. Solok dalam proses Asimilasi terkait
sanksi zina untuk melakukan pernikahan

Bab kelima, pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang
didalamnya memuat jawaban dari rumusan masalah sebelumnya, dan saran yang

bertujuan untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Kemudian dilengkapi
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dengan daftar pustaka dari penelitian ini dan lampiran-lampiran sebagai

pelengkap penelitian ini.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dari penelitian di atas tentang Proses Asimilasi
Hukum Islam dan Hukum Adat Bagi Pelaku Zina Untuk Melakukan
Pernikahandi Nagari Salimpek, Kec. Lembah Gumanti, Kab. Solok maka
penulis dapat menarik dua kesimpulan sebagai berikut:

1. Nagari Salimpek adalah salah satu nagari yang berada di kec. Lembah
Gumanti, Kab. Solok Sumatera Barat yang masih kental akan adat istiadat.
Masyarakat di sana masih memegang teguh nilai-nilai adat peninggalan
nenek moyang mereka yang masih berlaku hingga sekarang. Dalam
penerapan hukum adat masyarakat Salimpek terkait perbuatan pelanggar
adat zina harus membayar denda sepanjang adat, adapun proses yang dilalui
bagi pelanggar zina yaitu sidang adat, dalam sidang adat tersebut
menghadirkan seluruh ninik mamak, dan tokoh adat lainnya. Dalam sidang
akan ditetapkan denda bagi pelaku zina sesuai kesepakatan ninik mamak
yang hadir dalam sidang tersebut, seperti seekor kambing, sapi atau kerbau
yang disembelih dan dijamu kepada orang-orang yang menghadiri sidang
tersebut yang dilaksanakan di balai-balai adat nagari Salimpek. Batas
pembayaran denda diberikan 3 bulan untuk denda kambing yang belum
menikah dan 7 bulan untuk denda sapi/kerbau bagi yang sudah menikah.
Tergantung keputusan ninik mamak masyarakat Salimpek. Bagi pelaku zina

yang yang belum dan sudah menikah tentu berbeda dendanya, dimana denda

72
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bagi pelaku zina yang sudah menikah lebih berat daripada yang belum
menikah, karena muda-mudi yang belum menikah dinilai kurangnya
bimbingan dan belum mengetahui dampak dari perbuatan tersebut,
sedangkan yang sudah menikah adanya unsur kesengajaan dan tetap
melakukan perbuatan tercela tersebut.

. Studi ini mengantarkan kepada sebuah kesimpulan yang sangat penting
bahwa relasi hukum adat dengan hukum Islam dalam konteks hukum adat
bagi pelaku zina untuk melakukan pernikahan dengan membayar denda
kepada adat dengan denda berupa hewan halal berdasarkan penjelasan
sebelumnya. Dalam hal ini, Islam dijadikan sebagai acuan dan menjadi
bagian yang paling penting untuk menentukan bahwa pelaku zina boleh
menikah jika tidak ada penghalang (sudah terpenuhinya syarat-syarat untuk
melangsungkan pernikahan). Meskipun dalam masyarakat Salimpek
(Minangkabau) mayoritas beragama Islam, tetapi dalam proses beracara
untuk menentukan hukuman bagi pelaku zina mereka tetap menggunakan
tradisi adat yang berlaku secara turun temurun. Dalam hal ini, adanya proses
asimilasi antara hukum adat di Nagari Salimpek dengan hukum islam terkait
pelanggar zina untuk melangsungkan pernikahan, dimana hukum adat lah
yang mendominasi. Artinya dalam proses menetapkan sanksi di masyarakat

Salimpek dominan menggunakan hukum adat.
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis paparkan di atas bahwa penulis
ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan penelitian ini bisa memberikan wawasan dan tambahan ilmu
pengetahuan kepada pembaca tentang hukum adat dan hukum Islam bagi
pelaku zina untuk melakukan pernikahan.

2. Diharapkan penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan tentang
bagaimana relasi (pembauran budaya) yang terjadi antara hukum islam
dengan hukum adat terkait sanksi zina dalam proses Asimilasi.

3. Diharapkan kepada pemangku adat untuk memberikan pemahaman kepada
pemuda/i atau masyarakat yang masih awam di nagari Salimpek mengenai
denda adat bagi pelaku zina agar kasus tersebut tidak terulang lagi.

4. Penerapan hukum adat ini sangat jarang dipakai di Kecamatan Lembah
Gumanti apalagi melihat perkembangan zaman yang menyebabkan
tertinggalnya hukum adat maka diharapkan nagari Salimpek tetap
mempertahankan nilai budaya atau peninggalan nenek moyang terdahulu
dalam penerapan sistem hukum adat mengenai pelanggar adat zina agar bisa
memberikan efek jera kepada pelaku demi kenyamanan masyarakat nagari

Salimpek.
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